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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berkaitan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Pasal 28A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maka dapat dilihat 

bahwasanya kedua Undang-Undang tersebut bertentangan terhadap 

Pasal-Pasalnya karena disebutkan bahwa dalam Pasal 76 Undang-

Undang Kesehatan aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian ataupun 

alasan-alasan tertentu, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia (HAM) hal ini tetap memberikan hak hidup pada setiap 

individunya. Melihat adanya ketidakharmonisasian dan 

ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia maka sudah jelas bahwa hal tersebut belum ada keselarasan 

karena memang aborsi masih belum menjadi tindakan yang legal di 

Indonesia kecuali dengan alasan-alasan kesehatan atau untuk 

keselamatan Ibu misalnya, janin tidak berkembang atau mati dalam 

kandungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu mempunyai 

hak yang melekat pada diri setiap individu dan tidak boleh ada yang 

mencabut ataupun menghilangkan hak tersebut kecuali Tuhan Yang 

Maha Esa yang merupakan pemberi hak tersebut.  

2. Pengaturan yang seharusnya ada supaya ada kepastian hukum yaitu 

harus adanya campur tangan pemerintah atau negara dalam ikut 
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menegakkan hukumnya. Pada dasarnya pengaturan tentang legalisasi 

aborsi masih menjadi pro dan kontra di masyarakat karena memang 

tindakan aborsi ada yang dilakukan karena suatu alasan berkaitan 

dengan tindakan medis dan ada juga tindakan medis yang dilakukan 

karena bukan tindakan medis. Menurut Peraturan Perundang-undangan 

yang ada di Indonesia mengenai pengaturan yang untuk para korban 

perkosaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun apabila melihat terkait 

kepastian hukum yang mengatur tentang legalisasi aborsi yang ada di 

Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan. Melihat hal tersebut 

negara seharusnya ikut andil dan memberikan jalan tengah. 

B. Saran 

1. Pada dasarnya suatu perundang-undangan yang ada di Indonesia harus 

diharmonisasikan terlebih dahulu antara satu dengan yang lainnya maka 

dari itu apabila belum ada harmanisasi sebaiknya negara lebih andil lagi 

dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang lain 

yang dapat memberikan jalan untuk antar peraturan perundang-

undangan terjalin harmonisasi.  

2. Pada dasarnya dengan adanya Undang-Undang dapat memberikan 

perlindungan kepada perempuan terhadap akibat pemerkosaan atau 

aborsi itu belum ada, maka seharusnya akan ada Undang-Undang 

Perlindungan Perempuan terhadap legalisasi aborsi demi perlindungan 

terhadap perempuan dan perlindungan anak.  
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3. Negara menyediakan rumah aman untuk anak yang lahir di luar nikah, 

negara menyediakan tempatnya, memperhatikan kesehatannya, 

perlindungan dan keselamatannya.  

4. Pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga dekat seharusnya pidananya 

lebih berat dibandingkan dengan pemerkosa secara umum, karena 

keluarga harusnya berkewajiban memberikan perlindungan, 

penghormatan. 
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